BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG

Menimbang

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja
berkenan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja
berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah
tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai
dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan
peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan pada angka V.17 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, pemerintah daerah wajib menganggarkan pendapatan
yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya
sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan
perundang-undangan dan dalam hal penganggaran dana transfer ke
daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis
tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas
penggunaan dana transfer dimaksud dengan cara melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD mendahului penetapan
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran
2019;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017
tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo, terdapat perubahan nomenklatur dalam
penyebutan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja menjadi
tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang harus
disesuaikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah;

e. bahwa...



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Paraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2019 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 701);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);

Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 37);

Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 395)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2017 Nomor 04);

Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kriteria dan
Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri
Sipil Berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor
36);

Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019
Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KARO NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 01) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pasal 1

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 105.471.698.094,00

b. Dana Perimbangan Rp. 1.016,385,287,321.00
c. Lain-lain pendapatan

daerah yang sah Rp. 432.783.464.254,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1,554,640,449,669.00
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 695.752.488.100,00

2) Belanja Hibah Rp. 10.789.800.000,00
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6) Felanja Tidak Terduga K. 2.000.000.000,00

Rp.  993.747.199.730,00

b. Belanja Langsung
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2) Belanja barang dan jasa  Rp. ,% &“};r?:.“?"i%“ 673,00
3) Belanja modal Rp. 135.790.361.268,00
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Rp.  560.512.922.4¢
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